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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh 

pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016”, maka 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. 

Hal tersebut menandakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah 

maka akan semakin tinggi pula belanja modal pada provinsi tertentu. 

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dana bagi hasil 

memiliki pengaruh yang positif  dan signifikan terhadap belanja 

Modal. Hal tersebut menandakan bahwa semakiin tinggi dana bagi 

hasil yang diperoleh suatu daerah dari pemerintah pusat maka semakin 

tinggi pula belanja modalnya. 

3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kedua variable yaitu 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara simultan atau 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini 

dikarenakan PAD dan DBH merupakan termasuk pendapatan daerah 

yang dapat digunakan sebagai pengeluaran daerah. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas, maka implikasinya 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen yang penting 

bagi pemerintah daerah provinsi untuk menjalankan roda 

perekonomiannya termasuk dalam pengelolaan belanja modal. Apabila 

PAD dapat digali oleh pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya maka 

jumlah pendapatan yang diperoleh akan meningkat. Semakin banyak 

Pendapatan Asli daerah yang didapat memungkinkan daerah tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa tergantung dari 

pemerintah pusat. 

2. Komponen dari Pendapatan asli daerah yang dapat dioptimalkan yaitu 

diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah. Sector pajak dapat 

dikatakan merupakan penyumbang utama pendapatan Asli Daerah. 

Permasalahan perpajakan yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu 

pada letak kecilnya nilai PAD suatu daerah yang berbeda-beda bahkan 

cukup jauh perbedaannya. Hal ini disebabkan karena perbedaan pada 

tingkat pembangunan dan kemampuan menghimpun dana yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lain. 

3. Dana bagi hasil merupakan salah satu modal dasar pemerintah dalam 

mendapatkan dana untuk pengeluaran pembangunan daerah yang 

bukan berasal dari pendapatan asli daerah. Dana bagi hasil merupakan 
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sumber pendapatan daerah yangcukup potensial. Jika anggaran DBH 

meningkat maka alokasi belanja pun akan meningkat.  

4. Penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan, 

serta efektif dan efisien agar dapat meningkatkan pembangunan 

daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang 

selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam 

bagi kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu pemanfaatan pada 

belanja modal. 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan saran 

yang peneliti berikan antara lain: 

1. Pemerintah daerah provinsi sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi 

ekonomi daerahnya untuk menambah penerimaan daerah melalui PAD 

sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran 

sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. 

2. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan PAD dan DBH dengan 

sebaik mungkin untuk lebih meningkatkan lagi terhadap pembangunan 

infrasturktur serta sarana dan prasarana publik yang lebih baik dan 

memadai melalui belanja modal. 

3. Masyarakat diharapkan mampu berkontribusi untuk menjalankan roda 

perekonomian dengan sebaik mungkin, diantaranya melalui kepatuhan 

dalam mentaati pembayaran pajak di daerah. 
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4. Pemerintah daerah harus memperhatikan penyaluran DBH baik dalam 

segi teknis maupun ketepatan waktu agar pembangunan dapat berjalan 

dengan lancar 

5. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain 

baik ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, amupun 

variable non keuangan seperti penerimaan pembiayaan dan 

pertumbuhan ekonomi. 

 

 


